



1.1	  Latar Belakang
Pembangunan  nasional  yang  berlandaskan  pemerataan pembangunan  dan  hasilnya,  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis merupakan isi dari trilogi pembangunan dimana didalamnnya juga terdapat unsur kesempatan kerja yang merupakan salah satu unsur dari pemerataan pembangunan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang mantap dan dinamis. Suatu usaha mempunyai peranan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa murah, serta penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama dalam pengembanganan ekonomi lokal yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sebagai gambaran  pada  tahun  2003  tenaga  kerja  yang  diserap  oleh  sektor  industri (Anonim, 2004: 72). Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, usaha kecil terbukti mampu bertahan, antara lain tampak dari penyerapan tenaga kerja yang tidak berkurang. 
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002: 27). Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kehidupan yang layak sebagaimana tujuan awal didirikan Negara ini adalah memajukan dan meningkat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula.
Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi adalah memaksimumkan penciptaan lapangan kerja secara produktif secara berkelanjutan.  Dengan upaya menempatkan penyedian lapangan kerja sebagai titik tolak dalam mengupayakan manusia Indonesia menjadi kekuatan utama pembangunan. Kebijakan pembangunan dalam berbagai bidang berangkat dari titik yang sama, yaitu penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja dengan mutu dan jumlah yang cukup secara berkelanjutan. Sering dikatakan bahwa negara-negara yang sedang berkembang daya serap terhadap tenaga kerjanya tidak memadai, artinya bahwa pertambahan jumlah tenaga kerja ada dalam persentase kecil yang mampu mendapatkan pekerjaan di sektor industri. Sedangkan sisanya terpaksa akan menerima pekerjaan dengan produktivitas rendah, terutama di sektor pertanian dan jasa. Namun kenyataannya, dewasa ini di negara-negara yang sedang berkembang, kesempatan kerja di bidang industri telah mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Bahkan dengan laju penyerapan yang kira-kira hampir sama dengan yang dialami oleh negara-negara maju. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan industri yang cepat terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, atau yang sering disebut dengan negara dunia ketiga.
Masalah lapangan kerja tidak dapat disangkal lagi merupakan salah satu ma​salah pokok yang dihadapi dalam pem​bangunan. Lapangan kerja ini berfungsi sebagai wahana untuk menempatkan ma​nusia dalam posisi sentral dalam pem​bangunan. Lapangan kerja merupakan sumber pendapatan bagi angkatan kerja yang bekerja. Besar atau kecilnya jumlah pendapatan yang diperoleh dari lapangan kerja menentukan kemakmuran sebuah ke​luarga. Selain itu lapangan kerja juga meru​pakan wahana bagi sumber daya manusia untuk mengekspresikan diri mereka selaku makhluk pembuat alat. Kerja merupakan kegiatan mengekspresikan kreativitas serta kemampuan manusia dan merupakan salah satu wahana pengabdian bagi sumber daya manusia bersangkutan. 
Di lain pihak, jika terdapat pengangguran dalam suatu ma​syarakat, hal ini berarti kurang efisiennya pemanfaatan salah satu modal dasar dan dibatasinya pilihan yang tersedia. Bahkan jika pengangguran itu sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi, hal itu dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyara​kat yang bersangkutan (Hasibuan, 1996: 99). Dalam pelaksanaannya, industri manufaktur membutuhkan modal yang banyak. Salah satu sumber modal industri adalah investasi, baik investasi oleh pemerintah (PMDN) maupun swasta (PMA). Investasi dilakukan untuk membentuk faktor produksi kapital. Melalui investasi kapasitas produksi dapat ditingkatkan. Kapasitas produksi yang besar selanjutnya akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar, sehingga peningkatan produksi akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang besar selanjutnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Sukirno, 2003: 91).
	
Namun berdasarkan data yang diperoleh di BPS Kota Makassar tentang penyerapan tenaga kerja di sektor industri cenderung berfluktuatif dan menurun. Hal tersebut terlihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar dari tahun 2003-2013.
















Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Makassar
	Berdasarkan keterangan data di atas dapat diketahui masih banyak jumlah masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Oleh Karena itu sektor industri mempunyai peran sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja diasumsikan faktor produksi, investasi, dan unit usaha dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja. 
	Sedangkan, untuk investasi, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia. Selain memiliki sumber daya alam yang cukup besar, khususnya di bidang pertanian, pertambangan, industri, dan pariwisata. Dengan letak strategis di tengah-tengah Indonesia dan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif untuk kegiatan investasi. pada Tabel 1.2 dapat dilihat kegiatan investasi dalam negeri pada sektor industri.













  Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 
Grafik 1.1. Investasi dalam Negeri pada Sektor Industri di Kota Makassar tahun 2003 – 2013

	Dari tabel 1.2 dan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa investasi di sektor industri kota Makassar secara umum terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, investasi sektor industry sebesar Rp 313.826.310.000. dua tahun berikutnya, investasi sektor industri meningkat sebesar Rp. 432.132.390.000 menjadi Rp. 745.958.700.000. Sementara pada tiga tahun berikutnya mengalami penurunan karena terjadinya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2009, di mana investasi terkecil terjadi pada tahun tersebut, yaitu hanya sebesar Rp. 907.640.000. Pada tahun-tahun berikutnya, investasi sektor industri kembali meningkat hingga mencapai 958.923.459.000 pada tahun 2013. 
	Meskipun kita ketahui bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi, tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaanya. Tetapi pada kenyataannya, meskipun penyerapan tenaga kerja masih terbilang naik turung pada setiap tahunnya hal itu tetap memberikan kenaikan jumlah investasi dalam negeri pada sektor industri setiap tahunnya. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang ahli, terampil, dan kemampuan berinovatif diperlukan kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan modal yang cukup. Ada beberapa 
hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi  pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.
	Penyerapan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh upah. Pemberian upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari 4 tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, dan perbedaan jenis pekerjaan.
	Hal tersebut dapat mengakibatkan ketika terdapat suatu upah yang tinggi maka hal itu akan membuat biaya produksi industri juga meningkat, akibatnya harga suatu produk juga meningkat. Peningkatan harga produk suatu barang menurunkan permintaan akan barang tersebut. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja (Sumarsono, 2003: 61). Dinamika penanaman modal atau investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan lesunya pembangunan. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.3. 
Tabel 1.3  Upah di Kota Makassar Tahun 2003-2013












        Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Makassar
	Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa peningkatan upah di Kota Makassar meningkat pada taraf yang cukup besar, dimana mulai pada tahun 2009 yang jumlah upah berkisar naik Rp. 200.000 ke tahun 2010, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 400.000 dari tahun 2011, hingga pada tahun 2013 upah khususnya di kota Makassar naik pada hingga Rp. 350.000 ribu rupiah.
	Walaupun upah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besar kecilnya jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan, yang selanjutnya juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi. 
Untuk terciptanya ekonomi yang berkembang di Kota Makassar maka pembangunan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kota Makassar harus mampu mengatur para investor di dalam melakukan investasi terhadap suatu perusahaan atau berbagai industri yang terdapat di Kota Makassar dan menstabilitaskan antara jumlah barang yang akan di produksikan oleh suatu perusahaan serta menyesuaikan penyerapan untuk tenaga kerja yang sesuai dengan prioritasnya. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah terhadap Investasi dalam Negeri di Sektor Industri Kota Makassar”.
1.2	 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah penyerapan tenaga kerka dan upah mempengaruhi secara langsung investasi dalam negeri di sektor industri Kota Makassar?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja dan upah terhadap investasi dalam negeri di sektor industri Kota Makassar.
1.4  Manfaat Penelitian
	Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1)	Sebagai masukan bagi pemerintah Kota Makassar terhadap khususnya pertumbuhan ekonomi dalam sektor industri. 






















Fauzi Hidayat (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Sub Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi. Hasil dari penelitian ini bahwa hasil regeri secara silmultan investasi PMA dan PMDN, serta tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan di Kabupaten Bekasi dengan nilai probabilitas F-statistik adalah 0,000000. Sedangkan pengujian secara parsial dan hasil regresi pada taraf nyata. Hal itu menandakan bahwa penyebab tidak berpengaruhnya faktor tenaga kerja antara lain: industri di Kabupaten Bekasi lebih cenderung industri yang padat modal, produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan penggunaan teknologi mesin, serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sementara penyerapan tenaga kerja sektor industri snagat terbatas. 
Rosalina Rizki Ameliah (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi terhadap Nilai Produksi pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sifat produksi adalah padat karya yang ditunjukkan oleh koefisien elastisitas jumlah tenaga kerja lebih besar dari koefisien elastisitas nilai investasi. Sifat produksi pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo yang bersifat padat karya ini memiliki arti pemanfaatan tenaga kerja dalam proses produksi lebih banyak digunakan dari pada pemanfaatan nilai investasi. Skala produksi dari industri kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo berada dalam kondisi decreasing return to scale, yang dapat dilihat dari penjumlahan koefisien elastisitas jumlah tenaga kerja dan koefisien elastisitas nilai investasi yang kurang dari satu. Hal ini berarti dapat ditarik kesimpulan, variabel input dari jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tersebut apabila ditingkatkan proporsinya tetap membawa dampak pada proporsi yang lebih kecil terhadap variabel nilai produksi pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo.
	Arifatul Chusna (2013) dengan judul pengaruh laju pertumbuhan sektor industri, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah tahun 1980-2011. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pertumbuhan sektor industri menunjukkan tren yang semakin menurun sedangkan investasi, upah dan penyerapan tenaga kerja sektor industri menunjukkan tren yang semakin meningkat, laju pertumbuhan sektor industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan investasi dan upah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu menyebabkan sehingga adanya kondisi tersebut maka perlu peran pemerintah untuk mendorong kegiatan industri untuk memacu pertumbuhan sektor industri dan mendorong industri besar untuk lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan teknologi, menciptakan iklim investasi yang baik serta menetapkan upah untuk mengintervensi pasar tenaga kerja untuk menciptakan pasar tenaga kerja.




	Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000). 
	Menurut Gilarso (2003: 86), upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan sebagainya). Masih menurut Gilarso, upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh).
	Berdasarkan beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMP), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, dan perbedaan jenis pekerjaan.  
	Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep upah umum. Samuelson & Nordhaus (1996), mengemukakan bahwa dalam kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Selanjutnya mereka juga mengemukakan bahwa dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal dibagi oleh biaya hidup. Upah umum ini yang kemudian diadopsi menjadi upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang kebijakan (pemerintah).
	Mulyadi (2008:142) menyatakan bahwa standar upah buruh harus ada batasan minimumnya.Negara berkembang tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin. Selanjutnya Sastrohadiwiryo (2003:17), menyatakan bahwa perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak. Kebijakan mengenai upah minimum menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ekonom. Kebanyakan para ekonom menyatakan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum sering menyebabkan terjadinya pengangguran sebagian pekerja, namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan itu setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lainnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Suryahadi (2003:78), bahwa keefisienan dari upah minimum untuk semua pekerja dari angkatan kerja adalah negatif, kecuali pekerja kerah putih (white collar). Hal ini sesuai dengan kerangka teoritis bahwa upah minimum akan mereduksi kesempatan kerja dari pekerja dengan skil yang rendah di sektor formal.
2.2.2. Konsep Penyerapan Tenaga Kerja
Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pengertian tenaga kerja itu sendiri menurut Undang-undang 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau  jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Menurut Simanjuntak (1985: 71), mengemukakan tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah, dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir, yakni pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.
Istilah tenaga kerja selalu dikaitkan dengan jumlah para pekerja sebenarnya atau potensial yang tercakup dalam suatu penduduk. Tenaga kerja biasanya diukur menurut unit orang yang terdapat di dalamnya, dan bukan dari segi unit pekerjaan. Karena kegiatan pekerjaan senantiasa mengalami perubahan yang kontinu, semua kegiatan tersebut harus dihitung pada suatu saat tertentu, dan sedapat mungkin menurut jangka waktu yang sama atau yang singkat (Barclay dikutip dari Jumriadi, 2010: 10).
	Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila.Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pengertian tenaga kerja itu sendiri menurut Undang-undang 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
	Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik.Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam satu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam satu unit usaha (BPS, 2007). 
	Sudarsono (2007: 112), menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang tersedia di satu daerah. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.
Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. Berdasarkan batas kerja, tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya.
Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam satu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam satu unit usaha (BPS, 2007).
Sudarsono (2007: 89), menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang tersedia di satu daerah. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.  Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan secara luas yakni menyerap tenaga kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha. Lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam kondisi yang siap pakai. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK, serta pelatihan keterampilan dan wawasan yang sehingga mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan (Mulyadi, 2008: 137).
2.2.3. Definisi Investasi
Dalam perekonomian dikenal istilah investasi dan setiap pelaku usaha akan mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan, investasi merupakan bagian dari suatu usaha. Investasi merupakan faktor yang paling penting untuk mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Investasi itu sendiri tidak lain dari sumber-sumber uang yang semula untuk tujuan konsumtif diarahkan untuk tujuan produktif. Selain itu penanaman modal merupakan langkah awal pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. 
	Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Menurut Sukirno (2002:61), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi ekonomi di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Tidak jauh berbeda dari pendapat yang dikemukakan oleh Mankiw (2003:80), investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan di masa depan.
Perhitungan pendapatan nasional dan ststistik, investasi meliputi hal yang lebih luas lagi. Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi meliputi hal-hal:’’ Seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah dan tempat tinggal, pertambahan dalam nilai stok barang-barang berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi”. (Sukirno, 1994 : 91 ).
Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (vicious circle) yang berpendapat bahwa ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup dan kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal dan taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di negara berkembang. Teori Harrod-Domar (dalam Arsyad, 1997) mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari Teori Keynes (1982). Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini antara lain perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh adapula asumsi yang menyatakan bahwa dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. Asumsi lain menyatakan besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). Asumsi yang terakhir menyatakan kecenderungan untuk menabung (Marginal Propercity to Save =MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal output (Capital Output Ratio =COR) dan rasio penambahan modal output (Incremental Capital Output Ratio). Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan rasio pertambahan modal output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. 
Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa invstasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Deddy, 2008).
Menurut Simarmata (2002: 49) dalam bukunya mendefinisikan investasi yang lebih luas yang dikaitkan dengan perkembangan pasar modal sekarang yakni: Investasi adalah setiap kegiatan yang hendak menanamkan uang dengan aman. Sementara Sukirno (2004: 90), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan barang dan jasa dalam  masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin  baru,  pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Dari berbagai pendapat tentang definisi mengenai investasi, penulis berpendapat terdapat satu kesamaan arti yaitu investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang.
2.2.4.  Jenis-jenis Investasi
Simarmata (2002: 57) secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu: 1) Investasi yang terdorong (Induced Invesment), 2) Investasi otonom (Outonomous Invesment).
	Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian sebagai berikut:
a.	 Investasi yang terdorong (induced Invesment), yakni investasi yang idak diadakan akibat adanya penambahan permintaan, pertambahan permintaan yang diakibatkan pertambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah, maka tambahan permintaan akan digunakan untuk konsumsi, sedang pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti apabila ada tambahan permintaan, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut. 
b.	Investasi otonom (Outonomou Invesment), yaitu investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional.
Selain daripada itu, Sukirno (2006:117) terdapat faktor utama untuk menen​tukan tingkat investasi adalah sebagai beri​kut: 
a. Tingkat keuntungan investasi yang akan diramalkan akan diperoleh.
b. Tingkat bunga.
c. Ramalan keadaan ekonomi di masa akan datang.
d. Tingkat pendapatan nasional dan pe​rubahan-perubahannya.
e. Keuntungan yang diperoleh perusa​haan.
Dengan demikian besarnya nilai in​vestasi akan menentukan besarnya penyer​apan tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi maka kesempatan ker​ja yang diciptakan semakin tinggi. Jenis-jenis investasi (Sukirno, 2006:121). Adapun jenis-jenis investasi antara lain:
1)	Autonomous Investment
	Investasi ini dilakukan oleh pemerintah (public investment), karena di  samping biayanya sangat besar juga investasi ini tidak memberikan  keuntungan, maka swasta tidak akan sanggup melakukan investasi  jenis ini karena tidak memberikan keuntungan secara langsung.
2)	Induced Investment
	Investasi ini timbul akibat adanya pertambahan permintaan efektif yang terjadi di pasar, di mana kenaikan permintaan efektif ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. 
3)	Domestic Investment dan Foreign Investment
	Domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri, sedangkan foreign investment adalah penanaman modal asing.
4)	Gross Investment dan Net Investment.
	Gross investment adalah total seluruh investasi yang diadakan atau dilaksanakan pada suatu waktu, sedangkan Net investment adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan.
	Menurut Mulyadi (2001:284) terdapat empat jenis investasi yaitu sebagai berikut : Jenis investasi dapat dibagi menjadi empat, yaitu: 1) Investasi yang tidak menghasilkan laba, 2)  Investasi yang tidak dapat diukur labanya, 3) Investasi dalam penggantian peralatan, dan 4) Investasi dalam perluasan usaha.
	Empat jenis investasi yang telah disebutkan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.   	Investasi yang tidak menghasilkan laba. Investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi.
b.   Investasi yang tidak dapat diukur labanya. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba.
c.   Investasi dalam penggantian peralatan. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Dalam pemakaian mesin dan peralatan pada suatu saat akan terjadi biaya operasi mesin dan peralatan menjadi lebih besar dibandingkan dengan biaya operasi jika mesin tersebut diganti dengan yang baru atau produktivitasnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan.
d.   Investasi dalam perluasan usaha. Tambahan kapasitas akan memerlukan aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial yang berupa tambahan pendapatan serta memerlukan biaya diferensial yang berupa tambahan biaya karena tambahan kapasitas.

	Para pelaku investasi adalah pemerintah, swasta, dan kerjasama pemerintah swasta. Investasi pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya  adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya swasta tidak tertarik pada investasi ini karena memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak tertarik pada investasi ini karena memerlukan biaya yang sangat besar dan tidak memberikan keuntungan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama.  (Brata, 2005).

2.2.5.  Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Investasi 
Kekurangan modal dalam proses ekonomi di negara berkembang adalah salah satu faktor yang menjadi penghambat negara tersebut untuk maju. Kekurangan modal ini disebabkan oleh rendahnya investasi. Selain kekurangan modal juga terjadi tekanan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tersebut dibarengi dengan belum seimbangnya kegiatan ekonomi khususnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga menciptakan permasalahan sosial ekonomi yang serius yaitu pengangguran. Melihat kondisi tersebut, maka peningkatan modal atau investasi sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian, oleh karenanya pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian melalui penghimpunan dana atau investasi baik dari pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Sukirno, 2000). 
Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009).
Pendapat yang sama dikemukakan oleh Harrod-Domar (Mulyadi, 2000), hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja adalah investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaanya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi untuk membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Dumairy, 1997).


       2.2.6.   Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Upah

	Bakir dan Manning (1984:79) mengemukakan bahwa tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya. Karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang. Menurut Simanjuntak (1985:2) dalam bukunya Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, tenaga kerja (man power) adalah penduduk yang sudah bekerja dan sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Orang tersebut dapat dikatakan sebagai angkatan kerja kecuali mereka yang tidak melakukan aktivitas kerja. Pendapat lain dari Nacrhowi (2004:4) adalah tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar, di satu sisi merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan, tetapi di sisi lain juga merupakan masalah besar yang berdampak pada berbagai sektor.
	Dalam unit penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Dengan melihat keadaan tersebut maka dalam mengembangkan sektor industri kecil dapat dilakukan dengan menggunakan faktor internal dalam industri yang meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal, serta pengeluaran tenaga kerja non upah. (Handoko dalam Ridha, 2011:17)
	Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksikan barang atau jasa di perusahaan. Dengan demikian pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Pekerja dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga pengusaha biasanya sangat hati-hati untuk meningkatkan upah (Jumriadi, 2010). 
	Upah memainkan peranan yang penting dalam ketenagakerjaan. Upah merupakan salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran ketenagakerjaan mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Todaro (2000: 76), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja.  Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sumarsono (2003), besar kecilnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang tinggi meningkatkan harga produk yang pada akhirnya membuat permintaan terhadap produk berkurang. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat perubahan skala produksi disebut efek skala produksi (scale effect). Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (substitution effect). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat upah mempunyai hubungan yang negatif dengan penyerapan tenaga kerja. 
	Secara teori, tidak ada pengaruh langsung antara upah terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, semakin tinggi upah, semakin kecil permintaan akan tenaga kerja karena upah merupakan biaya bagi suatu perusahaan. Sebaliknya, dari sisi penawaran, semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang ingin bekerja. Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, semakin banyak output yang dihasilkan. Output yang tinggi akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan mengenai upah mempunyai dua sisi yang jika salah satu sisi tidak diperhatikan akan merugikan. Studi Waisgrais (2003) menemukan bahwa kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi pasar tenaga kerja. Studi Askenazy (2003) juga menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia.


2.3   Kerangka Pikir Penelitian
Perekonomian suatu negara terbagi dalam beberapa sektor yang salah satunya adalah sektor industri. Sektor industri sendiri terbagi dalam tiga struktur yaitu struktur industri kecil, industri sedang dan industri besar. Proses industrialisasi merupakan  suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang mendorong perubahan struktur ekonomi.
Sub sektor industri di Kota Makassar mempunyai kecenderungan meningkat dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, yang tercermin dalam perhitungan penyerapan tenaga kerja. Dilain pihak, peningkatan kontribusi tersebut dalam kenyataannya tidak diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja yang cenderung fluktuatif, bahkan laju pertumbuhannya negatif pada beberapa tahun. Model penelitian ini menggunakan model penelitian dari Aziz Prabowo (1997), Budi Prasetyo (2005), dan Veronica Nuryanti (2004) dimana model penelitian penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha dan nilai investasi serta upah yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh suatu perusahaan. Sementara variabel tingkat upah diadopsi dari model penelitian dari Adib Fahrizal (2004), dimana variabel tingkat upah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja pada suatu industri. 
























3.1	Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu eksplanatori dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang akan dilihat berdasarkan dimensi waktu, yaitu data time-series (runtut waktu) dengan menganalisis pengaruh upah dan penyerapan tenaga kerja terhadap investasi dalam negeri di sektor industi Kota Makassar. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, serta publikasi yang relevan dengan penelitian ini.

3.2	Variabel dan Desain Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu gejala yang bervariasi. Variabel juga dapat diartikan sebagai obyek penelitian yang menjadi titik pusat perhatian dari suatu penelitian (Arikunto, 1998). Variabel dalam penelitian ini antara lain:
1.	Variabel Bebas (Independent Variables)
Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui (Azwar, 2001). Dalam penelitian ini yang menjadi veriabel bebas penyerapan tenaga keja dan upah dan penyerapan tenaga kerja.
2.	Variabel Terikat (Dependent Variables)
Variabel Terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel yang lain. Besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubahnya variasi yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain (Azwar, 2001). Variabel terikat atau tergantung dalam penelitian ini adalah investasi dalam negeri.















				Gambar 3.2.1: Skema judul proposal
3.3	 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah upah, penyerapan tenaga kerja dan investasi dalam negeri di sektor industri Kota Makassar dalam sepuluh tahun terakhir (2003-2013) karena populasi penelitian ini menggunakan data time series maka populasi penelitian ini sekaligus juga sebagai sampel.

3.4	 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1)	Upah adalah Upah Minimum Provinsi yang berlaku di Sulawesi Selatan yang dibayarkan kepada para karyawan dalam suatu perusahaan. Upah dapat diukur dengan jumlah jam kerja.
2)	Penyerapan Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara dalam memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka.  Penyerapan tenaga kerja dapat diukur dalam satuan jiwa.
3)	Investasi dalam negeri adalah keseluruhan penanaman modal yang telah disetujui dan telah terealisasi dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan data nilai realisasi investasi di sektor industri kota Makassar yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah (Rp).

3.5	 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan, untuk memecahkan dan menganalisa masalah-masalah tersebut, maka cara yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1.	Observasi
Teknik ini merupakan teknik dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap data yang tersedia di BPS mengenai jumlah upah, jumlah penyerapan tenaga kerja di kota Makassar serta jumlah investasi dalam negeri di sektor industri. Setelah itu, peneliti melihat kondisi penerapan pemberian upah yang diberikan kepada setiap karyawan dalam suatu perusahan, mengamati realisasi jumlah penyerapan tenaga kerja yang disalurkan oleh pihak pemilik modal ke suatu perusahaan dan juga mengamati kondisi jumlah investasi yang terjadi di beberapa perusahaan di Kota Makassar.
2.	Wawancara
Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data di mana untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan Kota Makassar, dan salah satu pimpinan perusahaan yang ada di Kota Makassar.
3.	Arsip-arsip (Dokumentasi)
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan melihat berbagai dokumen, seperti laporan, catatan-catatan, keterangan-keterangan tertulis lainnya yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar serta sumber dari media sosial yang berhubungan dengan upah, penyerapan tenaga kerja dan investasi dalam negeri di sektor industri Kota Makassar.

3.6	  Rancangan Analisis Data
Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat upah, dan penyerapan tenaga kerja terhadap investasi dalam negeri di sektor industri Kota Makassar. Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Uji Koefisien Determinasi (Uji R2), Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F), dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t).	
a.	Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R²) digunakan unutk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada investasi dalam negeri dapat diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2004). Dimana apabila nilai R² mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. 
Sedangkan menurut Gujarati (2004) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R²) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan corrected atau adjusted R² yang dirumuskan: 

Dimana:
R² : Koefisien determinasi
k : Jumlah variabel independen
n : Jumlah sampel

b.	Uji Statistik F (uji secara bersama-sama)
Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara signifikan terhadap variabel terikat. Di mana jika Fhitung > Ftabel, maka Hi diterima atau variabel bebas secara bersama-sama dapat menerangkan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika Fhitung  < Ftabel, maka Ho diterima atau variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel bebas, di mana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.
Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara bersama-sama digunakan uji-F dengan tingkat kepercayaan tertentu, yang menurut (Rahim, 2013) dapat dirumuskan sebagai berikut:
 ESS/ (k - 1)     
F hit	=  ----------------- .....................................................  (III.6)
              	     RSS/ (n – k)  
F tabel	=  (k - 1) : (n - k) ;  
di mana :
      : tingkat signifikansi atau kesalahan tertentu
n      : jumlah sampel
k      : jumlah variabel tidak termasuk intercept
c.	Uji Statistik t (uji signifikansi secara individu)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat secara nyata. Di mana jika thitung  > ttabel , maka Hi diterima (signifikan) dan jika thitung  < ttabel , Ho diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, di mana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.
Selanjutnya pengujian terhadap koefisien regresi secara individu (parsial) digunakan uji t dengan tingkat kepercayaan tertentu. Menurut (Rahim, 2013) dengan rumus:
                                 βi  
t hit  	=  -------   ….................……......……………………....... (III.7)          
                    Sβi

t tabel =  (n - k) ; /2 
dimana :
i :  koefisien regresi ke-i  
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